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Bachelor Thesis entitled Beban Pembuktian Terbalik Dalam Penang_anﬁn Tindak
Pidana Korupsi menurut Undang—Undaﬁg No.31 Tahun 1999 SEBAGAI]WANA
DIPERBAIKI DENGAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI completed in éventually. This
thesis is submitted to Faculty of Law Soegijapran;lta Catholic University in partial
fulfillment of the requirements to obtain Decree of Law (Sarjana Hukum).

Shifting Burden of Proof is newest Burden of Proof principle in Indonesian

Crime Procedure. Such a procedure, actually, used to response corruption phenomena in

Indonesia. By contrast to conventional procedure, which burden of proof on the hand of -

Prosecutor, in Shifting Burden of Proof principle such burden laid on to the people who
assumed committed corruption, they have to able to contrary proved that they was not,
therefore if the succeed to prove contrary they will quit from prosecution, on the other
hand if fail they will strictly assumed guilty. Although Indonesian Anti Corruption act
( Law No0.31/1999 jo Law No0.20/2001 Concerning Anti Corruption) using Shifting

Burden Of Proof Prinéiple, but there are several problems which cause such mechanism

can not be operafed. The objection of this research is to understand the form of Shifting

Burden Proof which followed by Indonesian Anti Corruption Act, why the mechanism
can not be operated and also the barrier to operate it.

Consider that the completion of this research was made possible through
contribution of a number of people, therefore I would like to express my thanks to those
who confributed their advice, guidance and encouragement throughouf every stage of

writing this research.
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ABSTRAKSI

Korupsi adalah masalah besar yang sedang dihadapi oleh negara
Indonesia, dimana menurut catatan dari Internatjonal Transparancy bahwa pada
tahun 1999 Indonesia termasuk dalam 5 besar 'negara-negara terkorup didunia.
Korupsi di Indonesia terjadi semua level masyarakat dan juga terjadi dalam
lingkungan Eksekutif, Legislative bahkan Yudikatif.

Untuk menangani masalah korupsi - tersebut, pemerintah Indonesia
mengatur korupsi kedalam suatu aturan tersendiri diluar hukum pidana
terkodifikasi (KUHP). Usaha tersebut telah dilakukan sejak tahaun 1957, dimana
hal tersebut sebagai respon tidak mampunya Pasal-pasal dalam KUHP untuk
menyerat pelaku korupsi. Usaha legislasi dilakukan sampai saat ini yaitu dengan
diundangkannya UU No.20 Tahun 2001 tentang amandemen UU No.31 Tahun
1999 tentang Anti Korupsi. Walaupun telah diperbaiki aturan hukumnya angka

korupsi tidak menjadi turun bahkan semakin meningkat dan lebih paratinya lagi

banyak pelaku korupsi yang lolos dari jeratan hukum. Banyak hal yang membuat
hal tersebut terjadi diantaranya karena gagalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU)
untuk membuktikan dakwaannya dikarenakan kurangnya alat bukti.

Keberadaan alat bukti dalam perkara pidana -adalah sangat penting
dikarenakan sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem Pembuktian
Negatif dimana berdasarkan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim baru dapat
menjatuhkan piana jika ada minimal 2 alat bukti sah dan keyakinan hakim bahwa
telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya. Korupsi adalah kejahatan
yang melibatkan aparatur negara dimana dengan kekuasaannya mereka dapat
menghilangkan bukti keterlibatannya, hilangnya alat bukti sangat menyulitkan

dalam JPU dalam melakukkan pembuktian karena berdasarkan Pasal 66 KUHAP |

JPU adalah pihak yang diberikan kewajiban untuk membuktikan dakwaannnya.

Melihat keadaan tersebut, pemerintah mengusulkan akan menerapkan
pembuktian terbalik (Omkering Van Bewisjlast) untuk kasus korupsi. Masalah
Pembuktian. Terbalik sebenamya oleh beberapa kalangan telah dikenal dalam UU
No.3 Tahun 1971 tentang Anti Korupsi walaupun bentuknya masih sederhana.

Pembuktian Terbalik adalah salah satu materi dalam.UU No.20 Tahun
2001 tentang revisi atas UU No.31 Tahun 1999 .Berdasarkan hal diatas masalah
yang diteliti adalah bagaimana bentuk Sistem Beban Pembuktian Terbalik yang
dianut dalam UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001, Mengapa Sistem
Pembuktian Terbalik belum pernah diterapkan, Apa yang menjadi kendala dalam
peneerapan Pembuktian Terbalik.

Untuk menjawab hal tersebut, Peneliti menggunakan Metode Pendekatan
Yuridis Normatif dengan klasifikasi Taraf Sinkronisasi Vertikal dan Horisontal,
dimana menggunakan data sekunder sebagai bahan utama dalam penelitian.
Penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Elemen
Penelitian dari penelitian ini adalah Sistem Beban Pembuktian Terbalik yang
terdapat dalam UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Sistem Beban Pembuktian
Terbalik diterapkan dalam tahapan Penyidikan, Pemeriksaan dimuka sidang.
Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dikelompokkan dalam dua kategori
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